pa A ERIPP 4 TF T P A SETawr s CHERY A s R
TEMARINTAE KABUPATEN PESISIR SELATAN
ﬂmﬁ:&'“ﬁi&ﬁ&ia;&; & ﬁ&:n Fa ﬁﬁﬁgg'ﬁ*wg S@& -

Ji. Simpang Baru Inderapura, Kode Pos 25671
Telp. {757} 7340002 email : kec.panso@gmail.com

TTAT TTA T

EVALUASI

™ NTA VA NTAY
RANCANG

A
AN PANCUNG SOAL TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN

KEPUTUSAN CAMAT PANCUNG SOAL
Nomor : 900 /45 /Kpts/CPS-2020

TENTANG

™

<}

™

PERATURAN NAGARI INDERAPURA SEL TAN

KECAMATAN

f=mbaca

‘agingat

w

BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2020

Surat Wali Nagari Inderapura Selatan Kecamatan Pancung Soal
Nomor : 410/ Q1 /PN-INDSEL/II/ 2020 tanggal 10 Februari 2020
perihal Evaluasi APB Nagari Tahun 2020;

Rahwa untuls melaksanalran  ketentitan Pagal 32 avat {2
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ipati tentang hasil Evaluasi
Rancangan Peraturan Nagari Inderapura Selatan Kecamatan
Pancung Soal tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

T aTaY

Nagari Tahun Anggaran 2020:

: 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang

Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Repu
Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt.
Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik indonesia
Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun
1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Nomor 1643)

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5387);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa Y. ang
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(Lembaran Negara Repubilik indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas

h Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa Yang
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Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Balanja Negare

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88,
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Repubiik Indonesia Nomor
114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
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Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Mentri Dalam

Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan
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Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja
Pemerintah Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

193/PMK.07 /2018 tentang Pengelolaan Dana Desa;
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Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha
Milik Desa;

 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan
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Prioritas Pembangunan Dan n 2020
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eraturan Menteri Keungan Nomor 61 Tahun 2019 tentang
Pedoman Penggunaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa
Untuk  Mendukung Pelaksanaan  Kegiatan Intervensi
Pencegahan Stunting Terintegrasi;
Peraturan Menteri Keungan Nomor 205 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Dana Desa;
Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun
016 tentang Nagari;
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CLETas 1,

eraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun

Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 20620;
Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;

2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomeor 18 Tahun 2017

tentang Badan Usaha Milik Nagari;

. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018

tentang Perubahan atas Peraturan Bupati nomor 64 Tahun
2016 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Pemerintah
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25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2019
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. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3
2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019
tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran
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2020;

3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tshun 2019
tentang Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Walinagari Dan
Perangkat Nagari Serta Tunjangan Kehormatan Badan

Permusyawaratan Nagari;

24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019

Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Bagi Hasil Pajak
Daerah Dan Retribusi Daerah Setiap Nagari Yang Bersumber

Dar ‘A_l’lggﬂ'l‘ﬂﬁ qudnpﬂfnﬂ Dan F!:-ﬂa_pjn Dan 'Roiarl_]a Daerah

Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

)

ata Cara Pembagian dan Peneta pain ‘D
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2020;

. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019
tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Alokasi Dana
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Eatarhe o b R ) e e =

Belanja Dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
Anggaran 2020,

. Keputusan  Bupaii  Pesisir  Seiatan  Nomor: 500G /389
/Kpts/BPT-PS/2018 tentang Standar Satuan Harga Barang
dan Jasa Pemerintah kabpaten Pesisir Selatan Tahun
Anggaran 2019;
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Mengeluarkan hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari
Inderapura Selatan Kecamatan Pancung Soai tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020
scbagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Wali Nagari bersama BAMUS Nagari melakukan penyempurnaan

ebagai tindak lanjut terhadap Rancangan Peraturan Nagar:

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun
Anggaran 2020 berdasarkan hasil Evaluasi sebagaimana
dimaksud diktum Kesatu paling lama 7 (tujuh} hari kerja
terhitung sejak diterimanya keputusan ini.

Dalam hal Wali Nagari dan BAMUS Nagari tidak
menindakianjuti  hasil Evaluasi dan tetap menetapkan
Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan
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. Kepala BPKD Rabupaten Pesisir Selat
- Kepala DPMDPP dan KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
- Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
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INdZdI'l, ViakKa reratuildan INAZAarl dmakKsSlua  dakKdan dilakukar

pembatalan oleh Bupaii Pesisir Selatan.

Dokumen APB  Nagari minimal berisikan ; Cover, Kata
Pengantar, Keputusan Ketua Bamus ,Berita Acara Persetujuan
Bersama Notulen Rapat, Peraturan Nagari tentang APB Nagari
TA 2020, Peraturan Walinagari tentang Penjabaran APBNagari
2020, Anggaran Kegiatan Masing-Masing Sumber Dana,SK
PPKN, SK Penerima Mmsentif dan banfuan QK Tembaos
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Keinasyarakatan Nagari yang terkait pelaksanaan APB Nagari

2020, SK Camat tentang Hasil Evaluasi APB Nagari, Photocopy

Rekening Giro, Photocopy NPWP.

Wall Nagari bertanggung jawab sepenuhnya/mutlak terhadap
pelaksanaan APB Nagari yang telah dilakukan Evaluasi. Dalam
hai terdapat keraguan/ketidakjeiasan aturan terkait
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, Wali

tidak melaksanakan kegiatan tersebut untuk

P

Nagari agar

menghindari terjadi permasalahan hukum dikemudian hari.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam eval

akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

iasi ini

Ditetapkan di Inderapura

Pada tanggai 28 Februari 2020
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. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;

g

an di Painan;
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